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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai persoalan dalam 

oleh istri, seperti memaksa korban untuk berhubungan seks dalam keadaan yang 

tidak dikehendaki oleh korban. Kekerasan ekonomi tidak kalah pentingnya 

dibandingkan dengan kekerasan lainnya. Hal ini bisa dilihat pada tindakan pelaku, 

seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan kehidupan 

rumah tangga, seperti gejala perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, 

sehingga itu menghendaki adanya pembaharuan dalam hukum perkawinan. 

Beberapa kasus dalam kehidupan berumah tangga adalah kekerasan fisik yang 

biasanya dilakukan dengan cara memukul, menendang, menampar, dan lain- lain. 

Kekerasan seksual, dimana tindakan yang dilakukan oleh suami tidak dikehendaki 

pemenuhan ekonomi (pemberian uang belanja) untuk korban dan sebagainya.1 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai, 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemardekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga.2 Rumah tangga seharusnya adalah tempat 

berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Karena keluarga dibangun oleh suami 

                                                                    
1 Helfrida Sembiring, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, “Jurnal Ilmiah Mahasiswa “ (Februari 2019) Hal. 46-58. 
2 Indonesia, Undang-Undang Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 

Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 95. 
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isteri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Menurut Pasal 33 Undang-Undang 

Perkawinan bahwa, Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.3 

Peristiwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena 

adanya hubungan yang erat antara pelaku dengan korban. Adapun lingkup yang 

termasuk di dalam rumah tangga adalah : 

1. Suami, Isteri, Anak termasuk Anak Kandung dan Anak Tiri; 

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau 

istri, dan tinggal menetap dalam rumah tangga seperti : mertua 

menantu, ipar dan besan; 

3. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga seperti ART. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) digolongkan menjadi 5 bagian yaitu :4 

1. Kekerasan fisik, yaitu dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun 

benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang 

berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan; 

2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk 

penghinaan lain secara verbal; 

3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak 

individu dan berbagai macam bentuk tindakan terror; 

                                                                    
3 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, 

TLN No. 3019,  Ps.1. 
4 Mohammad Azzam Manan ,“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif 

Sosiologis,”Jurnal Legislasi Indonesia (Seftember 2008), hlm.3. 
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4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan 

keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan 

ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja; 

5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan 

hingga perkosaan. 

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata belum dipahami 

oleh masyarakat pada umumnya, bahkan aparat penegak hukum sendiri masih 

banyak yang belum memahami apalagi memberlakukannya. Perlindungan hukum 

terhadap korban dalam kasus KDRT sebagaimana diatur dan terpatri dalam 

Undang-Undang baik dalam KUHAP maupun dalam UU Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga  ternyata dalam tataran empiris sangatlah jauh dari harapan 

karena penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat kompleks yang 

melibatkan masalah-masalah sosial dan keragamannya.5 Perlindungan terhadap 

korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan 

berdampingan dengan teori utilitas yang menitikberatkan pada kemanfaatan yang 

terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum 

pada umumnya. Sangatlah diharapkan dengan sistem perlindungan hukum bagi 

saksi dan atau korban  agar dapat terbentuk suatu sistem peradilan pidana terpadu 

dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

                                                                    
5 Pingkan Tesalonika Wenur, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Lex Crimen (April-Juni 2013), hlm.2. 
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Pada Konteks perlindungan hukum terhadap korban, adanya upaya 

preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah 

melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan atau 

pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, 

pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan 

dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan 

salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen 

penyeimbang. Di sini dasar filosofis dibalik pentingnya perlindungan terhadap 

korban kejahatan atau keluarganya. 

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang 

kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, 

bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena: Pertama; Masyarakat dianggap 

sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of 

institutionalized trust). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang 

diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, dan sebagainya. 

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran 

sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman 

lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan 

tadi. Kedua; Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara 

boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan 

melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban 

kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara 
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peningkatan pelayanan dan pengaturan hak. Ketiga; Perlindungan korban yang 

biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian 

konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana 

akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat.6 Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, 

maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu : 

1. Kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) 

untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang 

timbul  dari hak; 

2. Reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi. 

Makna ”perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat 

diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana 

(b) diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum 

atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi 

identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan 

nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan 

pemaafan),pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan 

kesejahteraan sosial),dan sebagainya. 

Adapula laporan tahunan yang menunjukan data dapat dilihat dalam 

Laporan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Komnas Perempuan) dalam kurun waktu satu tahun belakang, jumlah kasus 

                                                                    
6 La Jamma, “ Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum 

Pidana Indonesia,” Jurnal Cita Hukum (Desember 2014), hlm.251. 

 



6 
 

 
 

sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber 

yaitu : 1) PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, 2) Lembaga layanan 

mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, 3) Unit Pelayanan dan Rujukan 

(UPR) sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus 

berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender 

atau memberikan informasi.7 

Berdasarkan data yang terkumpul jenis kekerasan yang paling menonjol 

yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya 

terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 

kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang 

menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan 

sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan 

pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi 

ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.8 

Catatan Tahunan 2021 kekerasan terhadap perempuan yang terjadi 

sepanjang tahun 2020, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 

kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber 

yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaatu dari 241 kasus pada tahun 

2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga 

Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 

                                                                    
7 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Perempuan dalam Himpitan 

Pandemic: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Kekerasan Anak, dan Keterbatasan 

Penanganan ditengah Covid-19 (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan,2021), hlm. 1-2. 
8 Ibid., hlm. 3. 
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kasus. Tahun 2020 Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan 

langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 

kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus di 

tahun 2020.9 Data konkrit seperti tabel dibawah ini:10 

Tabel 1.1 

Data Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Komnas Perempuan 

 

No. Jenis Kekerasan 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Kekerasan Pada Isteri 5784 5167 5114 6555 3221 

2. Kekerasan Dalam Pacaran 2171 1873 2073 1815 1309 

3. 

Kekerasan Terhadap Anak 

Perempuan 1799 2227 1417 2341 954 

Sumber: Komnas Perempuan 

Kejadian di atas menunjukan bahwa masih maraknya kekerasan dalam 

rumah tangga, namun dari waktu ke waktu baik kekerasan fisik, Psikologis, 

maupun kekerasan Seksual dan Ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan 

penderitaan berat kepada seseorang. Mengenai pandangan tentang semua aturan 

hukum harus diatur dalam satu kodifikasi KUHP maupun KUHAP. 

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan bahan analisis hukum, guna 

menjawab masalah dalam penelitian ini yakni berdasarkan Putusan Nomor: 

200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp yang dimana pada Tahun 2021 bulan Mei, seorang laki-

                                                                    
9 Ibid., hlm. 4. 
10 Ibid., hlm. 5. 
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laki bernama Mochammad Solaeman (42 Tahun) telah melakukan kekerasan fisik, 

dan psikis secara berlanjut terhadap korban bernama Siti Maryatun yang 

merupakan isteri dari terdakwa. Peristiwa tersebut merupakan perbuatan berlanjut 

karena, pada Tanggal 14 Mei 2021 terdakwa telah melakukan perbuatan 

kekerasan fisik, dan psikis terhadap korban, kemudian terdakwa mengulangi 

perbuatan yang sama pada Tanggal 15 Mei 2021. Perbuatan tersebut dilakukan 

terdakwa dengan cara memukul, menjambak, mendorong, melempari, dan 

percobaan pembunuhan terhadap korban, dan mengancam akan membunuh anak-

anak korban beserta keluarga korban. Percobaan pembunuhan telah dilakukan 

terdakwa dengan cara mengambil sebuah gunting kemudian mencoba menusukan 

gunting tersebut ke arah korban, hal serupa pun terjadi pada hari berikutnya yakni 

terdakwa mengambil sebuah parang dan mengancam akan membunuh korban, 

anak-anak korban beserta keluarga korban. Akibat dari kejadian ini korban 

mengalami luka-luka dan trauma yang cukup berat. 

Terjadinya tindak pidana KDRT tersebut maka korban melaporkan 

kejadian itu kepada saksi Samsul, dan saksi Samsul menceritakan hal tersebut 

kepada Ayah saksi, selanjutnya Ayah saksi berkoordinasi dengan Bapak Babinsa, 

kemudian disarankan untuk melaporkan terdakwa ke Polsek terdekat. Atas 

perbuatan tersebut terdakwa didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 

RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dan psikis dalam rumah 

tangga secara berlanjut terhadap korban dan diproses hukum. Dalam dakwaannya 
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penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 

terhadap terdakwa selama empat (4) bulan.11 dan pidana penjara tersebut tidak 

perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa terdakwa sebelum habis masa 

percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan tindak pidana.  hal ini menarik 

untuk diteliti sehingga penulis ingin mengkaji persoalan yang ada didalam 

putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis merasa perlu 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis tertarik untuk mengambil 

skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Fisik dan Psikis Secara Berlanjut Dalam Lingkup Rumah Tangga 

(Putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Fisik dan Psikis Secara Berlanjut Dalam Lingkup Rumah 

Tangga? 

2. Apakah Yang Menjadi Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara 

Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Psikis Secara Berlanjut Dalam 

Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan Nomor :200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp? 

 

                                                                    
11 Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan No. 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp., hlm.3. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban 

Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Psikis secara berlanjut dalam lingkup 

Rumah Tangga. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi Ratio Decidendi 

Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Psikis 

secara berlanjut dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor :200/Pid. 

Sus/2021/Pn.Clp. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan   

skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum, Khususnya hukum pidana. 

b. Memberi sumbangan pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan studi hukum pidana mengenai upaya pencegahan 

hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Selain untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diharapkan juga untuk 

menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya 

hukum pidana, sehingga penulis dapat menerapkan dan 

membandingkan teori-teori yang telah di peroleh dibangku kuliah 

dengan kenyataan dalam praktek lapangan. 

b. Bagi Akedemisi 

Untuk memberikan tambahan wawasan bagi ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu bicara mengenai tindak 

pidana kekerasan fisik, dan psikis dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan 

oleh suami terhadap isteri secara berkelanjutan dalam Putusan Nomor : 

200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp). 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

F. Kerangka Teori 

1.  Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula 

munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan 

Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa 

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara 

hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang 

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal 

dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.12 

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk 

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni, perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat 

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur 

                                                                    
12 Satjipro Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditiya, 2000), hlm.53. 
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hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.13 

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 

dinyatakan oleh R. Soeroso bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat 

oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan 

bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang serta mempunyai 

sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. 

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 

delapan arti : hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum 

dalam arti tindakan, hukum dalam arti system kaidah, hukum dalam arti jalinan 

nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan hukum 

dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai arti hukum yang telah dikemukakan 

bahwa hukum tidak semata-mata peraturanperundang-undangan tertulis dan aparat 

penegak hukum seperti yang selama ini dipahami masyarakat umum yang tidak 

tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah 

hidup dalam pergaulan masyarakat.14 

Sedangkan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang 

bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif 

                                                                    
13 Ibid., hlm. 54. 
14 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 

2008), hlm. 25. 
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bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di 

lembaga peradilan.15 

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan 

hukum sebagai berikut: 

a. Menurut Satjipro Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak 

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.16 

b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.17 

c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. 

d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan 

hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang 

mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil 

                                                                    
15  Ibid., hlm.55. 
16 Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia, (Jakarta: Kompas: 2003), 

hlm.121. 
17 Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,” Jurnal 

Muchsin (Desember 2017), hlm.14. 
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keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan 

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di 

lembaga hukum. 

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 

pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan pancasila 

haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. 

Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan 

perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan 

makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat 

kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 

2. Teori Viktimologi 

Secara etimologi viktimologi berasal dari bahasa latin yaitu ‘’viktim’’ 

yang berarti korban dan ‘’logos’’ yang berarti ilmu. Kemudian secara 

terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, 

penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang 

merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi 

merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi 

(kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan 

sosial.18 Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan 

bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / 

                                                                    
18 Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2010), hlm. 43. 
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atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.19 Sedangkan 

menurut Arif Gosita yang dimaksud korban adalah Mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

hak asasi yang menderita.20 

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi 

prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang menyatakan, Mereka yang secara individual maupun kelompok 

telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan 

emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak 

dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian).21 

Dari pengertian diatas, tampak bahwa makna dari korban tidak hanya 

mengacu pada individu atau perseorangan saja, melainkan juga mencakup korban 

yang bukan perorangan (kelompok dan masyarakat ). Apabila dilihat dari 

perspektif kerugian atau penderitaan korban (baik fisik maupun psikologis) Sellin 

dan Wolfgang, mengelompokkan korban tersebut sebagai berikut :22 

 

                                                                    
19 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, 

LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, ps. 2. 
20 Aro Ponco Wiguno, ‘’Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak 

Pidana Kesusilaan,’’Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (Desember 2013), hlm.5. 
21 Erly Pengestuty, ‘’Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu 

Rumah Tangga,’’ Jurnal Yustitiabelen (Januari 2018), hlm 27-49. 
22 Dr. H. John Konedi, Perlindungan Saksi Dan Korban, Ed 1, Cet.1. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 42. 
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a. Primary victimization, korban berupa individu atau berupa perorangan 

(bukan kelompok); 

b. Secondary victimization, korban kelopok misalnya badan hukum; 

c. Tertiary victimization, korban masyarakat luas; 

d. No victimization, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen 

yang tertipu dalam menggunakan suatu produk. 

Kedua pengertian yang disebutkan diatas juga menyebutkan hampir 

semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban. Penderitaan disini tidak hanya 

terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula 

derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami 

trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya bukan hanya terbatas pada perbuatan 

yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian. 

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahan korban dapat 

dibedakan menjadi lima macam yaitu : 

1. Korban yang benar-benar tidak bersalah; 

2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan, kesalahan 

korban sama dengan pelaku; 

3. Korban lebih bersalah dari pelaku; 

4. Korban sendiri yang memiliki kesalahan / paling bersalah; 

5. Korban Imajinatif, 
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Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, 

Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu :23 

a. Nonparticipating victims, adalah mereka yang menyangkal/menolak 

kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam 

penanggulangan kejahatan; 

b. Latent or predisposed victims, adalah mereka yang mempunyai karakter 

tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu; 

c. Provocative victims, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau 

pemicu kejahatan; 

d. Participating victim, adalah mereka tidak menyadari atau memiliki 

perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; 

e. Fals victims, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas 

dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita 

kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan 

kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum 

acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya 

merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh 

                                                                    
23 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, (Jakarta: 

Djamban, 2007), hlm. 124. 



19 
 

 
 

tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, 

tenteram, damai, adil dan sejahtera.24 

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 

(1) UU No.40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim oleh karena 

itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, 

juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, 

politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan 

putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu 

dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang 

berbeda pula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
24 Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 

yang Memberatkan dan Meringankan,”Jurnal Ilmu Hukum (Agustus 2015), hlm. 343. 
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G. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yang 

digunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun 

menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian 

hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. 

Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta 

doktrin.25 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan penulis pada penelitian ini 

adalah: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang ditangani. 

b. Pendekatan Kasus  (Case Aprouch) 

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (Case 

Aprouch) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang 

dilakukan dalam praktik hukum.26Dalam kasus ini pendekatan kasus 

                                                                    
25 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris, 

Cet. 4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017), hlm. 33. 
26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Prenanda Media Grouf, 2007), 

hlm. 136. 
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yang digunakan adalah dengan menganalisis putusan pengadilan Negeri 

Cilacap : 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp. 

3. Jenis dan Sumber Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini data yang digunakan adalah data 

sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku-buku 

peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, artikel, serta bahan 

hukum atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian 

ini.Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari 

norma dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan 

hukum yang tidak dikodifikasi, traktat dan yurisprudensi yang berkaitan 

dengan objek penelitian, yaitu : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;27 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

Dan Korban;28 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum 

Pidana;29 

                                                                    
27 Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 

23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 1-56. 
28 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, 

LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Ps. 1-46. 
29 Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No 1 Tahun 1946, LN No. 

127 Tahun 1946, TN No. 1660, Ps. 1-569. 
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5. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 200/Pid.Sus/ 

2021/Pn.Clp).30 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku-buku, karya 

ilmiah, jurnal, hasil penelitian yang terkait dan/atau relevan dengan 

tema skripsi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, Internet dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan 

adalah metode pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan  dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber 

kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen 

resmi, literature, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang 

ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

 

 

                                                                    
30 Pengadilan Negeri Cilacap, Putusan No. 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke 

dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan 

hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana 

mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.31 

Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan 

pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri : 200/Pid.Sus/2021/Pn.Clp. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Pada penelitian ini digunakan teknik penarikan kesimpulan yang 

dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir berdasarkan pada hal-hal yang 

bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai 

dengan pokok permasalahan tersebut yang bersifat umum dan kemudian 

ditarik kesimpulan yang menjadi bersifat khusus sesuai dengan pokok 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
31 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI, 2007). hlm. 21. 
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